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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat).

Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam
konsep “Indonesia adalah negara hukum”, mengandung arti, bahwa dalam
hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum
sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum
merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada
kecendrunganya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat
atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu
berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam pengertian
luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah
pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam
memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan.

Aparat penegak hukum khususnya POLRI mengemban tugas yang luas,
kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting. Sebagai penegak
hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat undang-undang
menegakkan ketertiban, dan keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-
undang, Polisi menyandang fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan
tugas di tengah masyarakat, cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu
dalam kelompok dipimpin komandan sebagai penanggung jawab dengan medan
tempur yang jelas dan cukup waktu mengatur strategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur
tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis,
seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan
pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-

keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan



berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik
Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada
tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban
masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran
melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata
yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai
satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Kepolisian Negara
Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang
selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan
masyarakat terhadap tugas kepolisiaan Negara Republik Indonesia yang makin
meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.secara universal
tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum.
Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang dibatasi
oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang kedua
mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang luas
tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak melanggar
hukum itu sendiri.

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat selalu diatur oleh hukum,
baik hukum adat maupun hukum positif karena hukum mampu menciptakan
perdamaian dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan hukum tersebut
sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Undang-
undang dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejatraan umum mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.t

Dalam era globalisasi dan transparansi saat ini penyidik harus sudah
meninggalkan cara-cara penyidikan konvensional yang hanya mengandalkan
pengakuan tersangka / saksi dan harus berpindah dengan cara scientific Crime
Investigation (penyidikan secara llmiah). Hal ini sejalan dengan visi dan misi Polri
serta adanya tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional bahwa dalam
penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta
tuntutan perundang-undangan kita (KUHAP) yang tidak lagi mengejar pengakuan
dalam sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa keadilan

sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk patuh kepada hukum.

1 Undang-undang dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yokyakarta:
Indonesia tera, 2011), him. 5



Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat diiringi dengan
pengaruh globalisasi, perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuain diri yang
kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain,
pelangaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan
semakin bertambah, baik jenis dan polanya semakin kompleks. Perkembangan
masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang
semakin maju.

Tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat mengikuti
pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Hal tersebut bisa dilihat
di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai kejahatan yang
terjadi di tanah air, mulai dari tindakan kekerasan, penipuan, pemerkosaan hingga
pembunuhan, sebagai suatu kenyataan sosial.

Aristoteles menyatakan bahwa “kemiskinan menimbulkan kejahatan dan
pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang
perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan”. Kejahatan merupakan suatu istilah
yang tidak asing lagi dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya istilah
kejahatan itu diberikan kepada suatu jenis perbuatan atau tingkah laku manusia
tertentu yang dapat dinilai sebagai perbuatan jahat. Perbuatan atau tingkah laku
yang dinilai serta mendapat reaksi yang bersifat tidak disukai oleh masyarakat itu,
merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan untuk muncul di tengah-tengah
kehidupan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah
pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das solen, dengan
menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Teori umum
tentang hukum yang dikembangkan oleh Kelsen meliputi dua aspek penting, yaitu
aspek statis (nomostatics) yang melihat perbuatan yang diatur oleh hukum, dan
aspek dinamis (nomodinamic) yang melihat hukum yang mengatur perbuatan
tertentu. Hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-aturan
(rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu
aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) yang memiliki suatu kesatuan
sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak
mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.

Scientific Crime Investigation yaitu proses penyidikan yang dalam sistem
pembuktiannya memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau memanfaatkan

fungsi forensik (Identifikasi Forensik, Laboratorium Forensik, Psikologi Forensik,

2 Topo Santoso, Eva Achjhani Zulfa,2003, Kriminologi, Jakarta:Raja Grafindo Persada, him. 1



Kedokteran Forensik dan ahli forensik lainnya).

Pembuktian secara ilmiah pada proses penyidikan kasus pidana akan
merupakan alat bukti yang paling dapat diandalkan dan bahkan menjadi tulang
punggung (back-bone) dalam proses peradilan pidana terutama pada
pengungkapan perkara / pelaku dalam proses penyidikan. Hal ini diakui oleh
beberapa pakar forensik dimana apabila pembuktian di pengadilan tidak ditemukan
saksi maka hasil pemeriksaan barang bukti menjadi alat bukti yang utama (andalan).

Seperti diketahui bahwa dalam barang bukti terdapat unsur mikro dan unsur
makro. Unsur mikro apabila dilakukan pemeriksaan di laboratorium atau oleh ahlinya
akan menjadi alat bukti keterangan saksi dan atau Surat (Berita Acara / BA) dan
atau bukti petunjuk, sedangkan unsur makro apabila dipergunakan dalam
pemeriksaan saksi atau tersangka oleh penyidik dan dibuatkan Berita Acara (BA)
akan menjadi alat bukti, keterangan saksi dan atau keterangan tersangka.

Berdasarkan uraian di atas maka fokus utama dari scientific crime
Investigation adalah barang bukti mikro (micro evidence) yaitu bagaimana barang
bukti didapatkan (proses olah TKP, proses penindakan), barang bukti diawetkan
agar tidak rusak dan diperiksa / identifikasi (proses pemeriksaan laboratorium) dan
adanya pemanfaatan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dan
teknis kriminalistik TKP dalam proses pemeriksaan saksi-saksi / tersangka oleh
penyidik.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk
menanggulangi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana
ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing
komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai
penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga
pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum,
yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan
bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.

Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk
menanggulagi setiap kejahatan. Bahwa yang dimaksud sistem peradilan pidana
ialah suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, dimana masing-masing
komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai
penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga
pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terhukum,
yang bekerja secara bersama-sama, terpadu dalam usaha untuk mencapai tujuan

bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.



Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas
memelihara keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan pembukaan Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea empat yang berbunyi:
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia
yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil
dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

POLRI harus menjadi satu kekuatan mandiri tanpa intervensi dari mana pun
yang garis hirarkinya langsung kepala negara sesuai konsep manajemen tata
negara modern. Konsep ini sudah diperkenalkan oleh pakar tata negara Belanda
Van Volenhoven dengan teorinya yang terkenal “Catur Praja”. Negara akan kuat jika
4 pilarnya kuat, 4 pilar itu adalah Eksekutif (Pelaksana UU), Legislatif (Pembuat UU),
Yudikatif (Penegak UU), dan Kepolisian (Pemaksa UU). Visi POLRI adalah POLRI
yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan masyarakat yang selalu
dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai penegak hukum yang
profesional dan proposional yang selalu menjunjung tinggi supermasi hukum dan
hak asasi manusia, Pemelihara keamanan dan ketertiban serta mewujudkan
keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan nasional yang demokratis dan
masyarakat yang sejahtera.

Dengan adanya Undang Undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka tiap anggota Kepolisian harus
membekali diri baik keterampilan ataupun pengetahuan sesuai dengan tugas yang
diembannya, dalam hal ini penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam
mengidentifikasi seseorang, baik seseorang itu sebagai penjahat ataupun korban
untuk menemukan identitas diri seseorang tersebut.

Berbicara mengenai kejahatan khususnya pembunuhan, dahulu orang
membunuh dengan cara yang sederhana sehingga mudah terungkap oleh aparat
kepolisian. Namun sekarang terjadi peristiwva pembunuhan dengan cara yang
berbeda dan cukup sadis, yakni dengan cara mutilasi. Hal ini dilakukan dengan

tujuan untuk mengelabui para petugas, menyamarkan identitas korban sehingga



sulit untuk dicari petunjuk mengenai identitas korban, serta menghilangkan jejak dari
para korban seperti memotong bagian-bagian tubuh korban menjadi beberapa
bagian, seperti kepala, tubuh dan bagian-bagian tubuh lain, yang kemudian dibuang
secara terpisah. Mutilasi adalah pemotongan atau perusakan mayat, tidak jarang
mempunyai motif kejahatan seksual, dimana tak jarang tubuh korban dirusak,
dipotong menjadi beberapa bagian.®

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah Dinyatakan dengan tegas
dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
bahwa “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum “(rechstaat)”, tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat). Cita-cita filsafat yang telah di
rumuskan para pendiri kenegaraan dalam konsep “Indonesia adalah negara hukum?”,
mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa
kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.
Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-
sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada
kecendrunganya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat
atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu
berkaitan dengan masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam pengertian
luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikongkritkan lagi, akan terarah
pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam
memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan. Aparat penegak hukum
khususnya POLRI mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun
mempunyai posisi penting. Sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan
dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakkan Kketertiban, dan
keamanan masyarakat. Sebagai pelaksana undang-undang, Polisi menyandang
fungsi yang unik dan rumit karena dalam menjalankan tugas di tengah masyarakat,
cenderung mandiri berbeda dengan Tentara, selalu dalam kelompok dipimpin
komandan sebagai penanggung jawab dengan medan tempur yang jelas dan cukup
waktu mengatur strategi.

Dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur
tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaristis,
seperti di Indonesia sebelum POLRI dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan
pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari keterangan-

keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi. Tumbuh dan

3 Koesparmono Irsan,2008, Kedokteran Forensik , Jakarta: him. 123



berkembangnya POLRI tidak lepas dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik
Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, POLRI telah dihadapkan pada
tugas-tugas yang unik dan kompleks. Selain menata keamanan dan ketertiban
masyarakat di masa perang, POLRI juga terlibat langsung dalam pertempuran
melawan penjajah dan berbagai operasi militer bersama-sama kesatuan bersenjata
yang lain. Keadaan seperti ini dilakukan oleh POLRI karena POLRI lahir sebagai
satu-satunya kesatuan bersenjata yang relatif lebih lengkap.Kepolisian Negara
Republik Indonesia mempunyai tugas, tujuan, wewenang dan tanggung jawab yang
selanjutnya yang menyebabkan pula timbulnya berbagai tuntutan dan harapan
masyarakat terhadap tugas kepolisiaan Negara Republik Indonesia yang makin
meningkat dan berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Secara universal
tugas polisi ada dua, yaitu menegakkan hukum dan memelihara ketertiban umum.

Tugas pertama mengandung pengertian represif atau tugas terbatas yang
dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas yang
kedua mengandung pengertian preventif atau tugas mengayomi adalah tugas yang
luas tanpa batas, boleh melakukan apa saja asal keamanan terjaga dan tidak
melanggar hukum itu sendiri. Berdasarkan dari uraian di atas, maka penyusun
tertarik untuk melakukan penelitian tentang apa saja peranan POLRI dalam
penegakan hukum terutama dalam penyidikan dan dituangkan dalam bentuk suatu
karya ilmiah dengan judul “Peran Reserse Penyidik POLRI Dalam Penyidikan
Tindak Pidana“.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat
diambil pokok masalah, yaitu:
1. Bagaimanakah Optimalisasi Peran Reserse Penyidik Polri Dalam Melakukan
Penyidikan suatu Tindak Pidana?.
2. Kendala-kendala Reserse Penyidik Polri Dalam Menjalankan Tugas Dan

Fungsinya Sebagai Penyidik?.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka Peran dan dan efisiensi penelitian, penulis perlu membatasi
ruang lingkup penelitian pada Wilayah Hukum Kepolisia Republik Indonesia (Polres)
Metro. Dalam hal ruang lingkup substansi, dibatasi pada Peran Penyidik POLRI
Dalam Penyidikan Tindak Pidana.



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana optimalisasi peran Reserse Penyidik Polri dalam
penyidikan suatu tindak pidana.

2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala Reserse penyidik Polri dalam

menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik.

2. Kegunaan Penelitian
Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan
mengandung dua kegunaan sebagai berikut:

a. Menambah pengetahuan dan pengalaman pada penulis dalam penelitian hukum.

b. Untuk menambah bahan refrensi bagi Mahasiswa Fakultas HukumPidana pada
khususnya.

c. Sebagai tolak ukur dalam mengevaluasi peranan kepolisian sebagai penegak
hukum dalam penyidikan tindak pidana dan menjadi sumbangan pemikiran bagi
pihak kepolisian dan masyarakat dalam upaya memelihara dan menumbuhkan
sikap yang baik dalam menyidik tindak pidana.

d. Sebagai bahan masukan bagi Mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan
penyempurnaan dengan mengadakan penelitian yang serupa.

e. Untuk memenuhi persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1. Kerangka Teoritis

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan
yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut memiliki dasar
hukum tersendiri. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat
struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem
hukum ini harusnya bekerja®.
2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menjelaskan hubungan antara konsep-
konsep khusus, yang merupakan sekumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah

yang ingin diteliti.> Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada

4 Romli Atmasasmita,2010,Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung : Refika Aditama, him. 24
5 Ibid., him. 132



hakekatnya merupakan suatu pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka
teoritis yang seringkali bersifat abstrak.®

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan
dalam penulisan, maka berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai istilah
istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu :

a. Peran adalah apa yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat
sebagai sebuah organisasi.

b. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk
mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1
butir 2 KUHAP).”

c. Tindak Pidana adalah: Istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari
“strafbaarfeit”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat
penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit itu
sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari
bahasa latin yakni kata delictum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia
tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan
hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak
Pidana. Istilah tindak pidana menunjukan pengertian gerak gerik tingkah laku
jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat,
akan tetapi dengan tidak berbuatnya, dia telah melakukan tindak pidana
(Prasetyo, 2011).

d. Direktorat Reserse Kriminal Umum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang
berada di bawah Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan
penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum,

termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan.

E. Sistematika Penulisan
Untuk memudahkan para pembaca memahami penelitian ini, maka penulisan
penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:
.  PENDAHULUAN

® Ibid., him. 133
7 M.Yahya Harahap, 2010, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan
Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, him.109.
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Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah,
kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan
dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan
dalam membahas penelitian serta sistematika penulisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian
umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari
Peran Penyidik POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang
akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara
pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang
menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan
tentang Peran Penyidik POLRI Dalam Penyidikan Tindak Pidana.

PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat
hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan
sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran

yang berhubungan dengan penulisan.



